
Menimbang :

Mengirgat :

BUPATI MUSI RAWAS
PERA'IURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR B TAHUN 2OI9

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b, Pasal

15 ayat (2) dan Paeal 17 Perahrran Bersama Menteri

Ncgara Riset dan Teknologi dalr Mentori Dafam Negeri

Nomor 03 Tahun 2O12 dan Nomor 36 Tahun 2Ol2

tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu

Eenetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi

Daerah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undartg Damr Negara

Republik Indonesia ?ahun 1945;

2. Undang-Undaag Nomor 28 Tahun 1959 tentarrg

PeEbentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja di

Sumatera Setatan fi.cmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan

I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

r821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO2 tentang

Sistem Nasio.al Penelitian, Pengembangan dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(kmbaran Ncgara Rcpublik Iodonesiia Tahun

2oo2 NoEor 84, Tambahan l,ernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4219);
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4. Undang-Undsrg Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, (lembaran Negara Republik

tndonesia Nomor 140 Tahun 2OO9, Tambahan

kmbaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana tel,ah diubah beberapa kali t€rakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 ?ahun 2015 tcntang

Perubahan ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia, Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

56791i

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang

Inovasi Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan l,embaran Ncgara

Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Beraarna Menteri Negara Riset dan Teknologi

dan Menteri Dalam Negpri Nomor 03 Tahun 2012 datr

Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem

Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 484);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016

tentang P€doman Penelitian dan Pengembangan di

Kementerisn Dalam Negeri dan Pemerintahan Deerah

(Bcrita Negara Republik Indonesia Talrrrn 2016 Nomor

s46).

Dengan PerEetujuan Bersama

DE1ITAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAV/AS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH'
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1.

2.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal f
Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksrtd {sngan'

Kabupaten adalah Ikbupaten Musi Rawas-

Pem€rintah Kabupaten qrtalah Buprati sebagai

unsur pemerintahan daerah )rang mcmimpin

pelaksanaan urusan pemerintahaan yang menjadi

kewenangan daerah otonoEi.

Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

Sekretaris Daerah yang s€lanjutnya di!'inSkat

Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

lnovasi adalah kegiatan penelitian,

pengembangan, dan/atau perekal.asaan yarg

bertujuan mengembangkan peoerapan praktis

nilai dan konteks ilmu Fngetahuan yang baru,

atau cara baru untuk meoeraPkan iknu

pengetahuan dan tekrologi yarrg telah ada kc

delern prcduk atau proses produksi.

lnovasi Daerah adafah aetDua bennrk

dalsm PenYel,er4garaan

Pemerintahaa Daerah di Kabupaten Musi Rawas.

sistem Inovasi Daerah yang selarliuhya disingkat

SIDa adalah kcscluruhan pmses dalam suatu

sbtem untuk menumbuhkembangkan inovasi

yang dilakukan antar institu$i pemerintah,

pemcrintahan dacrah, lembaga kelitbangan,

lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi,

durria usaha, dan masyarakat di daerah.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang

selanjutnya disingkat IPTEK adalah srratu sumber

informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan

ataupun war,asan seseorang dibidang tEknologi.

5.

4.

7.

6.

8.
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9. Telmologi adalah cara atau metode scrta proses

atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan

pemanfaatan berbagai disiplin ilrnu pengetahuan

yang Eenghasilkan nilai bagi

kebutuhan, kel,angsungan dan peningbatan mutu

kehidupan marrusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Musi Rawas yang sel,anjutrya

disingkat RPJMD Kabupaten adelFh dokurnen

lrcrencanaan pembangunan daerah l(abupaten

Musi Rawas unhlk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perrerintah Daerah Kabupaten

Musi Rawaa yarg sel8rrjutnya disingkat RKPD

Kabupaten adalah dokumen perencanaan daerah

Kabupaten Musi Rawas untuk periode I (satu)

tahun-

Iembaga Kelitbangan di IGbupaten adalah

institusi yang melakukan kegiatan penelitian,

pengembalgan, penerapan, pengkajisn,

perekayasaan dan pengoperasian di Kabupeten

yang bertujuan mengembangkan peneraFn

pralrtis nilai konteks ilrnu pengetahuan yang baru

atau cara baru untuk menerapkan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke

dalam produk atau proses produksi atau lembaga

lainaya di Kabupaten yang memiliki hrgas pokok

dan fungsi menyelenBarakan kelitbangan serta

administrasi dan manajemen kelitbangan di

bidang penyelengaraan pcmerintahan

Kabupaten.

f3. Badan 9enelitian dan Pengembangan Daerah

yang selanjutnya disingkat Balitbangda adalah

Badan Pelelitian dalr Pclggmbangan Dacrah

Kabupaten.

10-

11.

12.
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14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD

adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rat<yat Daerah deln'n

penyelenggaraan urusar Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Kabupaten.

Inovasi Tata Kelola Pemerhtahan Daerah adalah

inovasi dalam pelaksanaal manajcmen

Pemerintahan Kabupaten yarrg meliputi tata

lak8ana internal tlalam pelaksanaan fungsi

rnanajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Inovasi PeLalranan Publik adalah inovasi drrr"n

penyediaan peLayanan kepa.da masyarakat

meliputi proses pernberian petayanan barang/jasa

publik dan inovasi jenis dan bcntuk barang/jasa

publik.

Inovasi Daerah lainnya adalah sceala bentuk

inovasi dalam penyelengaraan r,lrusan

pernerintahan yang menjadi kewcnangan

Pemerintah Kabupaten.

BAB II

RUANG UNGKUP

Pasal 2

Inovasi Daerah berbentuk:

a. Inovasi tata kelola Femerintahan Kabupaten;

b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau

c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dcngan urusan

Pemerintaharr yang menjadi kcw€oangan

Kabupaten.

Pasd 3

lnovasi Daerah meliputi inovasi yang berasal dari:

a. Bupati/wakil Bupati;

b. anggota DPRD;

15.

16.

t7.
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d.

aparatur sipil negara di lingkungan Femerintsh

Kabupaten;

frerangLet dtaemh di lingkungan pemerintah

Kabupaten;

perguruan tinggi dan/atau trembaga pendidikan

lahnya di lhbupatrn;
lembaga kelitbangan di Kabupaten;

dunia usaha di Kabupaten; dan

individu dan/atau kelompok rna s5raral<at.

Pasal 4

Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD

sebagaimana dimaksud dalam Paeal 3 hunrf b
ditetapkan dalam rapat padpurna-

Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil

negara sebagaimana di"nFksud dalarn Pasal 3

huruf c, hanl8 memlrroleh izin terhris dari

pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi

Perangkat Daerah.

UsuLan inovasi yang berasal dari a[ggota

nasyarakat sebagaimans dimaksud dalam Pasal

3 huruf d disampaikan kepada DPRD dan/atau

kepada Femerior"h Xabupaten.

Usulan inovasi sebagaimana dinaksud pada ayat

(1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada

Bupati untuk ditetapka-u scbagai lnoyasi Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenie, pmsedur

dan metode penyelenggaraal Femerintahan

Daerah yang bersifat inovatif diatur dengan

Peraturan Bupati.

e.

f.

g.

h_

(U

(21

(3)

(4)

(5)
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l.

j.
k.

BABM
PRINSIP INOVASI

Pasal 5

Dalam merumuekan keb{akan Inovasi Daerah,

Pemerintah Ksbupaten berdaearkan prinsip.

a. peningkatan efisiensi;

b. perbaikanefektivitas;

c. perbaikan kualitas pel,ayanan;

d. tidak ada konllik kepentingan;

e. berorientasi kep"d" kepentingan umum;

f. dilakukan secara terbuka;

g. memenuhi niLai-nil,ai kepatutan;

h- dapat dipertanggunglawabkan hasilnya tidak

untuk kepentingan diri sendiri;

imuitas;
koordinasi; dan

memeauhi nil,ai-nilai kearifan lokaf masyarakat.

BAB W

FUNGSI DAN PERAN PEMERTNTAH KABI,'PAIEN

Bagian kesatu

Fungsi

Pasal 6

tl) fungsi Pemerintah Kabupaten dal,am Inovasi

Daerah adalah:

a.menumbuhkembangkan dan membudaya&an

inovasi IPTEK;

b. memberikan motivasi;

c. memberikan stimulan dan fasilitasi;

d. menciptakan ikfim yang kondusif bagi

pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan,

srrmber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan

dan teknologi.

PAXrr KooRDINISI
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(3)

(4)

Dal,am menyelenggarakan fungsi s€bagainana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten

wajib men:muskan prioritas Berta keraryka

keb{akan di bidang IPIEK yang dituangkan

sebagai kebijakan strategis pembangunan IPTEK .

Dalam merumuskan kebijaL.n strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah

Kabupaten harus mempertimbangkan masukan

dan pandanggn yang diberikan olch unsur

Iclembagaan IPIEK.

Untuk mendukung perumusan prioritas dan

berbagai aspek kebiiakan penelitian,

pengembangan, dan penerapan IPIBK, pcmerintah

Kabupaten membentuk Dewan Riset Daerah Srang

beranggotakan masyarakat dari unaur

kelembagaen IPIEK di daerahnya.

Bagian Kedua

Peran

Pasal 7

Dalao menlmuskan penyelenggaraan fungsi

sebagaimana dimakeud dafam Pasal 6, kmerintah
Kabupaten mempunyai peran rmtuk:

a. mengembanglan instrumen kebiiakart;

b. mcmberikan pengharsasn; dan

c. memetakan potensi inovasi unggulan daerah.

Paragrai f
Mengembangkan Instrumen Kebiiakan

Pasal 8

(f ) Pel1gembangall instrumen kebiiakan diberikan

sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang

dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi scmua

unsur penelitian, pengeobangan, dan penerapan

IPTEK.

PARAF KooRDTNSI
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(1)

(2) Kemudahan dan dukungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dapa.t berbentuk

dukungan srrnber da5,a, dukungan dala,
pemberian insentif, penyelenggaraan program

IPTEK, pembentulsn lembaga dan fasittasi

l,ainnya.

(3) Pembentukan kmbaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat Deliputi pembentukan

lembaga |itbang dan lenbaga pcnunjang.

(4) Pelaksanaan instrunen kebijakan sebagaimana

dimaksud dalr"n ayat (1) diselenggarakan secaxa

adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Paragraf 2

Pemberian Penglargaan

PaEal 9

Bentuk instrumen kebiiakan sebagaimana

dimaksud datam Pasal 8 dapat diwujudkan

Pemerintah Kabupater! dengan memberika.s

pengbargaan dan/atau insentif kepada

Perryelenggara Femerintahan di Daemh, Ferguruart

Tinggi, lembaga, individu atau Ferangkat Daerah,

dan anggota tnasyarakat yang mclakukan inovasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tehnik pemberian

penghargaan sebagaimana dirnel.sud pada ayat (fl
diatur dengan Peraturan Bupatl

ParagraI3

Pemetaan Potensi Inovasi Unggulan Daerah

Pasal 10

Dalam rangka pengembangan inovasi Srang

berbasis kearifao lokaf dan kesesuaian dalam

penerapan teknologi tepet guna, Pemerintah

Daerah meLakukan pemetaan poterrsi inovasi

unggulan di daerah

(21
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(s)

Pemetaan potensi ungul,an daerah ailel<trkarr

dengan mempertimbangkan:

a, produk ungulan deerah Kabupaten;

b. identifikasi kompetensi inti;
c. keblfakan Oe Vilage One Mtq
Hasil pemetaan 3g$oBFi'npna dimaksud pada ayat

(2) dijed;tren sebagai acuan dalam melaku&an

kegiatan inovasi di daerah.

BAB V

SIDa KABUPATEN MUSI RAWAS

Pasal I I
Penguatan SIDa meliputi :

a. kebUakan SIDa;

b. pen.ataan unsur SIDa; dan

c. peogembangan SIDa.

Pasal 12

Dalam rangka penguatan SIDa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 Bupati membentuk tim

koordinasi SIDa sesuai kewcnangan.

Tim koordinasi SIDa sebagaimana ,tirnaksud p6da

ayat (U, terdiri atas :

a. Bupati sebagai pengarah

b. Sckretaris Daerah sebagai ketua

c. Kepala Badan Fenelitian dan Fengembangan

sebagai sekretaris

d. Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan

yang terkait dengan kcgiatan penelitian dan

pengembangan ecbagai arrggota

Ketcntuan lebih lanjut merrgenai Tim Koordinasi

SIDa scbagaimana dimakeud pada ayat (2),

dit€tapkan dengan Keputusan Bupati-

(1)

(21

(3)
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Pasal 13

Tim Koordinasi SlDa sebagaimana rlirnakrud dalarn

Pasal 12 bertugas ;

a. menlrusun dokumer| road rnap s.lDa.i

b. mengintegrasiksn program SIDa dalaE dokuEen

RPJMD;

c. melakukan sinkronisasi, haruronisasi dan sinergi

SIDa;

d. melakukan penataan unsur SIDa;

e. melakukan pengembangan SIDa;

f. menyiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa;

g, mengkoordinasikan penlru$rnan program dan

kegiatan penguatan SIDa;

h, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

SIDa; dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa-

Pasal f4
Hubungan Tim Koordinasi SIDa dengan Fem€rintaft

Kabupaten bersifat koordinatif

Bagian kesah]

Kebiialcn SIDa

Pasal 15

Kebijakan SlDa sebagaimana dimpksud Pasal 1l
huruf a tercantum dalau :

a, R€'rcaaa St atc8is lima tahuaa! Katrupat€n;

b. Road t/qp SIDa Kabupaten;

c. RPJMD l(abupeten;

d. RKPD Kabupeten.

Kebijakan SIDa scbag&imana dimaksud dalasr

Pasal 1l huruf a, dilakukan dengarx menJrusun

road m/lps,lDaya,}g memuat :

a. kondisi SIDa saat ini;

b, tantangan dan peluarrg SIDa;

(U
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c. kondisi SIDa Yang akan dicePai;

d. arah kebliakan dan strat€gi penguatan SIDa;

e. fokus dan progra.B Prioritas SIDa; da:r

f. rcncana aksi Penguatan SIDa.

(3) Pemerintah Daerah wajib menJru$n road nnp

SIDa sebagaimana dimaksud psda ayat (2).

(4) Rood m4p SIDa s€hsSaimana dimaksud pada ayat

(3) diatur dengan Feraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pcnataan Unsur SIDa

Pasal 16

Penataan urnur SIDa sebagaimana dimaksud d'lam

Pasat 11 huruf b, meliPuti:

&.

b.

c,

penataan kelerabagaan SIDa;

penataan sumb€rdaya SIDa; da[
penatsan jaringan SIDa.

Paragraf I
Fenataan Kelembagaart SIDa

Pasal 17

Penataan kelembaggan SIDa" sebagaimana diftrLsud

Pasal 16 huruf a, terdiri atas :

a. penataan lembaga atau organisasi;

b. p€nataan Peraturajr Pemndang-undangan; dan

c, Irnataan norma, etika dan budaya'

Pasd 18

Penataan lembaga atau organisasi, sebagaimana

dimaksud Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan :

a. meningkatlan kapasitas dan peran peranglat

daerah yang mengampu penelitiao dan

pengembangan daerah sebagai koordinator dalam

penguatan SIDa; dan

b. melah:kan kerjasama pemberdayaan keEtbsngan

dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten' dunia

usaha, lembaga pendidikan dan/ atau organieaei

kemasyarakatan'
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Pasal 19

(1) Penataan Feraturan Penmdang-undangan

scbagaimana dimaksud Pasal f7 humf b,

dilakukan terhadap peraturan yang mendukung

terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan

SIDa-

(2) Fenataan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakutarr

dengan melakukan pengL4jian yang hasilnya

berupa membentuk, merut ah ,{^rl/ atau mencabut

Produk Hukum Daerah yang t€rLait dengan SIDa.

Pasal 20

Penataa[ norrna, etika dan budaya, scbagailoana

dimaksud Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan cara

mengembangkan profesionalisme dan

mengintemalisasi ailai-nilai sosial da.a budaya bagi

penguatart SIDa.

Paragraf 2

Penataan Sumber Daya SIDa

Pasal 21

(l) Penataan sumber daya SIDa, sebagaimana

dimaksud Pasal 16 hurul b, meliputi:

a. pemanfaatan keahfian dan kepakaran yang

sesuai dengan t€matik dan/atau spesifkasi

sumber dajra SIDa;

b.pengembangan kompetensi manusia daa

pengorganisasiannya;

c. pengembangan strulrhrr dan strata keshlian
jenjang karier;

d.pcningkatan pengelolaan dan grmanfaatan

kekayaan intelektual;

e. pemanfaatal data dan informasi da!
I pengembangan sarana dan prasarana ilmu

pengetahuan dan teknologi.

P Mr KoORDqBST
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(2) Penstaan sumber daya SIDa sebagaimana

rtineksud pada ayat (f) dilakukan untuk
meningkatt<an daya guna dan nilai guna sumber

daya SIDa.

Paragraf 3

Penataan Jaringan SIDa

Pasat 22

Penataan Jaringan SIDa, sebaAaimana dimsksud

Pasal 16 huruf c, dilakukan melalui :

a. komunikasi interaldif artar lembaga atau

organisasi SIDa;

b. mobilisasi sumber daya manusia; dan

c. optimalisasi pendayagulaan hak kekayaan

intelektual, infornasi, sarana daa prasarana ilmu
pengetahuan dan teknologi.

pasal 23

Komunikasi interaktif antar lembaga atau organisasi

SIDa sebagaimana dimatsud Paaal 22 huruf a,

dilakukan dengan:

a. kerjasama pen}.elenggaraan kelompok diskusi

terfokus, seminar, lol.el@rya dan kEglts.taJir

sejenisnya;

b. metrjalin kerjasama di bidang penelitian,

pengembangan, dan penerapan IPTEK antar

lcmbega atau organisasi SlDa; dan/atau

c. kcrjasama kepkaran, keahlian, konpctensi,

keterampilan suober daya manusia r:ntuk
penguatan SIDa dengan antar
pemerintah daerah, lembaga pcEterintahan dan

lembaga non pemerintahan-

PAX.AT
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Pasal 24

Mobitsasi sumb€r daya rnanusis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan menumt

kepakaran, keal ian, kompetcnsi dan/atau sumbcr

daya manusia untuk penguatan SIDa s€suai dengan

ketentuan peraturar. perundsng-undangan'

Pasaf 25

Optimalisasi pendayagunasr hak kekayaan

intelektual, informasi, sarara dan prasamna IPIEK

sebaAaimana dinraksud dalam Pasal 22 huruf c'

ditalrukan dengan:

a. pemanfaatarr hak kekayaan intelektual;

b. pemanfaatar informasi SIDa; dan/atau

c, pemanlaatan sarana dan prasarana SIDa'

Bagian KetiSB

Pengembangan SIDa

Pae€l26

(1) Pengembangan SIDa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 huruf c, meliPuti:

a. pengembangan komitmen dan konsensus rmsur

SIDa di daerah;

b. pemetaan Potensi dan analisis SIDa; dan

c. keberlanjutan PengrEtan SlDa;

(2) Pengembangran SIDa sebagimana dimaksud pada

ayat (1) dilakr:kan dengan memperhatikan prioritas

kerangka pembengunan dan respon tertadap

perubahan lingkun gan dinarois'

(3) Pengembangan SIDa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan perangkat daerah lnang

berwenang dalam urusan penelitian dan

pengembangan.

PAMF KOORDIN.q.SI



Pasal 27

Pengembangan komitmen dan konsensus unsur SIDa

di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Fasal 26 ayat

(1) huruf a, dilakr.rkan melalui:

a- sosialisasi;

b. fasilitast dan

c. alokasi sunber daYa SIDa.

Pasal 28

Pemetaan potensi dan analisis SIDa s€bagnimana

climaksud dafam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilskukan

melalui :

a. idcntiEkasi dan pengumpulan data;

b. pemetaan; dan

c. analisis faktor kebliakan rmsur SIDa;

d, program dan kegiatan'

Pesal 29

(1)Kebertanjutan penguatan SIDa sebagaistana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (f) huruf c

dilakukan bedassrkan hasil evaluasi pclaksanaatr

penguatan SIDa.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (f)

dilaln:kan paling sedikit f (satu) kdi dalam satu

tahun

(3) Hasil evaluasi sebagaimana zlimeksrd pada ayat

(2) dijadikan scbagai acuan dal'rn penJ'usunan

RKPD tahun berikutnya.

BABVI

PEMBINAAN

Pasal 30

Bupati metraksanakan pembinaan dalam rangka

penguatan SIDa.
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(l)
Pasd 31

Pembinaan penguatan SIDa sebagaianna

di"nekslrd dalam Fasal 3O meliputi:

a. koordinasi pengu"atsn sIDa;

b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan

Penguatan SIDa;

c. pemberian bimbinganr suPervisi dan kqrsultrsi
pelaksanaan pcnguatan sIDa;

d. pendidikan dan pelatihan;

e. mel,aksanakan kegiatan kelitbangan d.let"

ranska penguatan SIDa; dan

f. pererrcanaan, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan penguatan SIDa.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

rlilqksenakan oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan (BALmBAI{G} Kabupatea Musi

Rawas.

BAB1/II

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan untuk peliaksanaan kebijakan inwasi

daerah dan penguatan SlDa bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

dan/atau

b. suaber dena lain ya[g sah d-en tidak rnengrkat

BAB VIII

PEI,AFORAN

Pasal 33

(1) BuFti melaporkan peLaksanaan kebijakan Inovasi

Daeratr dan penguatan sIDa Kabupaten kePada

Gubcrnur I (satu) kAli dala"n setahun.
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PAP..\a KOCllDlli.SgI

(21 Ketentuan lebih lanjut mengeuai tehnik pel'aporan

pelaksanaan kebijatan inova3i dan Penguatan

SIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (U diatur

dengan Peraturan BuPati.

BAB D(

SISTEM INFORMASI TNOVASI

Pasal 34

(1) Pemerintah Kabupaten membalgrm sistem

informasi sebagai sumber data kegiatan inovasi di

daerah.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(U harus bisa menjamin ketersedian data scbagai

sumber iaformasi dafam perencaiasn'

pel.ksan'arr, pengaqrasan' evahrasi dan pelaporan

kegiatqn inovasi'

BABX

FI)RUM KOMUNIKASI PENELXIIAN DAN

PENGEMBANGAN

Pasd 35

(1) Dalam rangka @eningkat}an intensitas

komunikasi dan pembagian inforoasi, Pemerintah

Kabupaten membentuk Forum Komlrnikasi'

(2) Forum komunikasi sebagaim.ana dimaksr:d pada

ayat (1) berangBptakan Pemerintah fabuPatcn,

Perguruan Tingi, Fclaku lnovasi, lndividu,

Kelompok Masyarakat dan/ atau stakeholder

terkait-

(3) Ketentuan lebih lanjut merrgenai

forum komunikasi sebagaimana'r;rnqksud frada

ayat (U diatur dengran Peraturan Bupati.
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BAB XI

PERAN SERTA MASYARAXAT

Pasal 36

(1) Setiap warga EAsyarakat memplmyai hak yang

sana untuk berperan serta dalam melaksanakan

kegiratan penguassan, pemanfaatan,'l^n pemaiuan

IPTEK sesuai dengan ketentuan perairatr

penmdang-undangan.

(2) Setiap warga masyarakat yang melakukan

penelitian, pelSembangan, dan penerapen IPrEK

yang menghasilkan inovasi mempunyai hak

memperoleh pcnghargaan yang layak dad

pemerintah, pemerintah daeratr, dan/atau

masyarakat sesuai denmn kinerja yang dihasilkan'

(3) Setiap orang mempun)tai hak untuk menggunakan

dan mengendalikan kckayaan intelelrtual yang

dimiliki sesuai denSan pcraturan penmdang-

unde4geq.

(a) Setiap warga negara mempun /ai hak rmtuk

memproleh informasi secara mudah dcngan biaya

murah tentang Hak Atas IGkayaan Intelekual

(HAKI) yang sedarg didaltarkan datt tclah

dipublikasikan secara resmi oleh pibak yang

berwenang atau yanS tetrah rncmperolch

perlindungan hukun di lndonesia.
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(3)

Pasal 37

(1) Masyaraf€t wajib memberikan dukungart scrta

tumt membcntuk ild;rn yang dapat mendorong

p€rkembangan SIDa.

Masyarakat IPTEK bertsngrmg jawab untuk
berpcran serta mengemkngkan profesionalisne

dan etika pofesi melalui organhasi profeai sesuai

dengan peraturan penmdang-rmdangan.

Kegiatan inovasi dan pemanfaatan haqil laovssi

harus bisa menjamin korclasi positif antara petaku

inovasi dengan masyarakat.

BAB'(lI
KETENTUAN IAIN-IAIN

Pasat 38

Pemerintah lGbuparcn dal,am lEnlrusunan kebijaksn

inovasi di daerah mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BAB 
'OII

KETEN:TUAN PERAU}iAN

Pasd 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai trdaku, mettq

kebliakan inovasi dan penguatan SlDa 5nr4 sudah ada

harus disesuaikan paling lama 6 (eraml bulan sejak

Peraturan Daerah ini diundangkan.

PAI:,l.,r (cc[rlNAGI



BAB D(

KETEN"UAN PENUTUP
pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlsku pqda tanggal

diundangfun.

Agar setiap orang mengetahuinya" mcmerintahkan

Peraturarx Daerah ini dengan
penempstannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten

Musi Raras-

Ditetapkan di Muara Bcliti
pada zl ruurbs 2Ot9
BUPATI RAWAS,

Diundangkan di Muara Beliti
pada tr ggal t ttrurtV 2919
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

LEMBAR DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR B

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI

SUMATERA SET.ATAN (7 -|38I2Ot9l
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BAB D(

TETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Perahran Daerah ini mulai bcrlaku pada tanSEBl

diundangkan.

Agar setiap orarg mengetahuinya' Eemeriniahke"r

pengundangan Peraturan Daerah ini derrgan

penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten

Mrrsi Rawas.

Ditetapkan di Muara Bcliti
padatanggal, lldPrtb€ 2Ol9

RAWAS,

T
PRISKODF^SI

Diundangkan di Muara B€liti
pada tanggEl 1 lwufu 2Ol9
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAV/AS,

LEMBAR DAF,RAH IGBUPATEN MUSI RAWAS TAI{I'N 2019 NOMOR 8

NOREG PERATT RAN DAERAH KABUPATEN tt{USI RAWAS PROVINSI

St MATERA SELri:rAN g-$eI2olgl
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